
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMAIVTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR C' TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterimarrya

Dana Alokasi Khusus Fisik/Non Fisik yang
bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O

sebagaimana dimaksud dalam peraturan

Presiden Nomor 78 Tahun 2OLg tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2O2O, maka dalam rangka
untuk kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan Tahun Anggaran 2O2O yang dibiayai
dari Dana Alokasi Ktrusus Fisik/Non Fisik dari
Pemerintah hrsat kepada pemerintah

Kabupaten Tapin, perlu melakukan
penyesuaian anggaran dengan melakukan
Perubahan Peqiabaran Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O yang
mendahului penetapan peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;
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b. bahwa Penetapan perubahan penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas
sesuai dengan angka V. Hal Khusus Lainnya
pada point 28 dalam Lampiran peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2OL9

tentang Pedoman PenSrusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan humf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 28 Tahun 2}lg tentang penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O;

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [.aut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2T56l;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOS tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaa.n Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

c.

Mengingat : 1.

r+
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaoo\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembara:l Negara

Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

726, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentalg
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2OtS tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;
/,1,

/

5.

6.

7.

8.
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Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI+ Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OL9 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Talrun Anggaran 2O2O (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 199,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6a10);

Peraturan Pemerinta_h Nomor 28 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4SO2),

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor ITl,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05

tentang Dana Perimbangan (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L3T,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

10.

11.

t2.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45T6l, sebagaimana

telah diubah dengan peraturan pemerintah

Nomor 65 Tahun 2OlO tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OlO Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ZS,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lfl;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OIO

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 527216

18. Peraturan Pemerintatr Nomor 2T Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5s33);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlT
tentang Pembinaan dan pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 73, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60a1);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OlZ
tentalg Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2otg
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

2, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61781;
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22.

24.

26.
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20lg
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI8 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6279h

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 42, Tanrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2Ol9
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2OI9
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 22Ol;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OIB

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI8 Nomor 33);

25.

0+
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2}ll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daera-h (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20ll Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B2

Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 45O), sebagaiman telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Oll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor 156O);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor ZSal;
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0

Tahun 2015 tentang Pembentukan produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 20g6l,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor

157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lg
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1oa7);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2Ol7 tentang pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI7 Nomor LO67l;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T9

Tahun 2OL8 tentang Badan Layanan Umum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol8 Nomor l2l3l;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 655);

t,+
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2008 Nomor O5), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 0S

Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (kmbaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2Ol2 tentang Pembenhrkan Organisasi

dan Tata Keqa Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor O1);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Talrun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2072 Nomor 12);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2076 Nomor O9l, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin

Nomor 1O Tahun 2OI9 tentang Perubahan Atas

Perahrran Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09

Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

{Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2Ol9 Nomor 1O);
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2Ol7 tentang pelaksanaan Hak

Keuangan dan Administratif pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2Ol7 Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08

Tahun 2OI9 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2Ol9 Nomor O8);

41. Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2OO8

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tatrun 2OOg

Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin

Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor O2

Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UpT)

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2015 Nomor 29);

42. Peraturan Bupati Tapin Nomor O6 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ot6

Nomor O6);
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43.

45.

44.

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2076
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerl'a perangkat

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 2Sl,

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor

31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2076
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol8 Nomor 31);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2OLZ

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Keqa Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2Ol7 Nomor 48);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2OLg

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ot9 Nomor

28), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Tapin Nomor O1 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tapin Nomor 28 Tahun 2}lg tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2O2O Nomor O1);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR

28 TAHUN 2079 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun
2ol9 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2o2o (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2olg Nomor
281, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Tapin
Nomor o 1 Tahrrn 2o2o tentang Perubahan Atas peraturan Bupati
Tapin Nomor 28 Tahun 2olg tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o2o (Berita
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2o2o Nomor 01) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2o2o berjumlah Rp1.506.665.463.s22,oo dengan rincian
sebagai berikut:

l. Pendapatan

2. Belanja Daerah

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 1 . 2O8. 87 5.326.O97,O0

Rp 1.503.4 1 5.463.527.O0

Rp(294.5 40.137 .430,00)

Rp297 .790.137 .43O,0O

Rp3.250.0O0.0OO.00

Rp294.540.137.43O.OO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO



-14-

2. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o2o diubah,
sehingga Lampiran I. Ringkasan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o2o berbunyi
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran Ia. Ringkasan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o2o Berdasarkan Rincian
obyek Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan diubah, sehingga
I"ampiran Ia. Ringkasan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah rahun Anggaran 2o2o Berdasarkan Rincian obyek
Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan berbunyi menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran II. penjabartrn Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o2o pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas pendidikan,

Dinas Kesehatan, Rumah sakit Datu sanggul, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas
Pekerjaan umum da, penataan Ruang, Dinas perumahan,

Kawasan Pemukiman dan pertanahan, Dinas sosial, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas pertanian, Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas Perikanan, Dinas perpustakaan dan Kearsipan,
dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil diubah,
sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan, sehingga
Lampiran II. Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2o2o pada Badan pengelolaan

Keualgan dan Aset Daerah, Dinas pendidikan, Dinas
Kesehatan, Rumah sakit Datu sanggul, Dinas pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas perumarran, Kawasan pemukiman dan
Pertanahan, Dinas sosial, Dinas Kebudayaan dan pariwisata,

Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas perikanan,

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kependudukan

3.

4.
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dan Pencatatan sipil berbunyi menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II. penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o2o pada Badan pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, Dinas pendidikan, Dinas
Kesehatan, Rumah sakit Datu sanggul, Dinas pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pekerjaan umum dan
Penataan Ruang, Dinas pertrmahan, Kawasan pemukiman dan
Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan pariwisata,

Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas perikalan,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatarr sipil yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundErngan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

*,. lrruPArl 
rAPIN,h

Diundangkan di Rantau

pada tanggal Op rrrsl.f 2020

SEKRETARIS D. KABUPATEN TAPIN,

IANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2O2O NOMOR ci


